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Selanjutnya guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah 
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Akademik. Untuk kepentingan inilah penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang 
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dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena 

itu, segala hal yang dinyatakan sebagai Hak asasi Manusia 

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Berdasarkan Bab XI tentang Hak Asasi Manusia dalam 

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kesatu) 

dinyatakan bahwa: Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang 

berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

Selanjutnya Bab XI tentang Angama dalam Pasal 29 

dinyatakan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhahan 

Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap- 

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya 

itu.

Bahkan sebelum amandemen kesatu UUD 1945, 

sesungguhnya Negara Indonesia pada tahun 1999 telah 

mengundangkan, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Menurut ketentuan Pasal 2 UU 

No 39 Tahun 199S tersebut dinyatakan bahwa: Negara 

Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia hak 

yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari 

manusia, yang harus di'indungi, dihormati, dan ditegakkan



demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 

kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Selanjutnya 

dalam Pasal 8 UU yang sama dinyatakan bahwa: 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 

Pemerintah.

Kebebasan memeluk Agama merupakan salah satu Hak 

Asasi Manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) 

dan (2) UU No 39 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal tersebut 

dinyatakan bahwa: Setiap orang bebas memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap 

orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Urusan Agama merupakan salah satu Urusan 

pemerintahan absolut, disamping urusan politik luar negeri; 

pertahanan; keamanan; yustisi; dan moneter dan fiskal 

nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) 

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

disebutkan bahwa: Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah Pusat:

a. melaksanakan sendiri; atau

b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan 

asas Dekonsentrasi.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. 

Melaksanakan ibadah haji wajib hukumnya bagi setiap 

muslim laki-laki (muslimin) dan perempuan (muslimah) 

yang mempunyai kemampuan finansial dan fisik. Bagi
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Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Bagian 

Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar 

melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Naskah 

Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan 

Jemaah Haji Di Kabupaten Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan mengatur salah 

satunya diwujudkan dalam pembentukan atau penetapan 

Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- 

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam 

kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 

2011, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015, 

disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi 

muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan; dan



b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan ibadah 

Haji, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang 

diberikan baik oleh Undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut di atas, dan sekaligus menjadi atas 

permasalahan di daerah (local problem solving) terkait di 

bidang penyelenggaraan ibadah Haji, dipandang perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah 

Haji Di Kabupaten Karanganyar,

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka 

perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik 

ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Jemaah Haji 
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Jemaah Haji Di Kabupaten Karanganyar yang dapat 

diterima masyarakat serta dapat diberlakukan 

secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Jemaah 

Haji Di Kabupaten Karanganyar.

��� " ��� � ���

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Jemaah 

Haji Di Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen resmi 

yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan 

Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar 

berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan 

Daerah.

#�� � ��	 � 	 �	 � �� $��� �����

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan 

penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode 

penelitian hukum.
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Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode 

pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis 

normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah 

(terutama) data sekunder yang berupa Peraturan 

Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil 

penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. 

Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan 

wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat 

dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang 

dilakukan meliputi:

a. Menganalisis berbagai peraturan perundang- 

undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.

b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan 

melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk 

mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat 

terkait.

c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam 

penyusunan Raperda sehingga memperoleh 

kesepahaman diantara stakeholder yang 

kepentingannya terkait dengr.n substansi pengaturan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar tentang Pelayanan Jemaah Haji Di 

Kabupaten Karanganyar.

d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang pentingnya pengaturan mengenai Pelayanan 

Jemaah Haji Di Kabupaten Karanganyar.________
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, 

literatur, buku, internet, laporan penelitian dan 

sebagainya berkaitan Penyelenggaraan dan 

Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Karanganyar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono 

Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan 

Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan 

memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula 

data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan 

Penyelenggaraan dan Pelayanan Jemaah Haji Di 

Kabupaten Karanganyar.

3. Teknik Pengum pulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk 

pengumpulan data dengan cara membaca buku 

literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca 

dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan
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